
WA.UKOTA. BANJARMASIN

PROVINSI: KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WAUKOTA BANJARMASIN

NOMOR -A TAHUN 2019

TENTANG

PERATURAN INTERNAL RUMAH SAK1T

{HOSPITAL BY LAW]

UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

SULTAN SURIANSYAH

WALIKOTA BANJARMASIN,

Menimbang: a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang
Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, bahwa rumah
sakit berkewajiban menyusun dan melaksanakan peraturan
internal rumah sakit;

b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan rumah sakit dalam
melaksanakan kewajibannya kepada masyarakat guna
memberikan kepastian hukum dan mengatur hubungan
antar pemilik rumah sakit dengan pengelola/manajemen
serta staf medik, keperawatan dan tenaga fungsional lainnya,
perlu membuat peraturan internal rumah sakit (hospital by
law) ;

c. bahwa berdasarkan konsideran sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Walikota Banjarmasin;

Mengingat : 1- Undang-Undang Nomor 2? Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 8) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5063}.
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4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5072);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 11.4), Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomoc 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 187), Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor6402);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal, (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6178);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara RepublikIndonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Mcntcn Dalam Negpri Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas
dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
755/MENKES/PER/IV/2011 tentang Penyelenggaran Komite
Medik di Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 259);

12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
49 Tahun 2013 tentang Komite Keperawatan Rumah Sakit
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1053);

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang
Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada
Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
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M.Pfcraturan Walikota ItaiacraaRio Noam 23 Tahun 2019
tcntang ftanbenttukaii, Re^udukao, Suiunan Qirg»nitas»fv
Tugaa dam P\*ngai acrta Tata Kctja Unit Pekkaama Tetania
Daerah Rumah Saktd Umum Daerah Suftan Sudaitsyah Kota
Batijannaain pciita Daerah Kola Banjarmaain Tahun 2®19
Nomoir 23}.

15, Peraturan Daerah Kota Banjararoastra Womwr 3 Tahun 2®14
tentang Pokok-Pokok Pengelofaan Keuanpm Daerah
(Lembaran Daerah Kota Banjarmastn Tahun 2014 Komor 3|;

16.Peraturan Daerah Kate Banjarmasin Pfomor 7 Tahun 2016
ten.ta.ng Pem.bentu.kari: dan Su.su.nan Perangkat Daerah. Kota
Banjarmasin (Lembaran. Daerah Kota Banjarmasin Tahun
201(5 Namar 7, Ta.mba.han Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 4Qj;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERATURAN INTERNAL
(HOSPITAL BYLAWS) UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH SULTAN SURIANSYAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasa! I

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

i. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan daerah kota. Banjarmasin, selaku pemilik
rumah sakit.

3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin selaku Induk

Organisasi dari Rumah Sakit Umura Daerah Sultan Suriansyah selaku
pembina, pengawas dan bertanggungjawab kepada walikota.

5. Rumah Sakit Umum Daerah. Sultan Suriansyah yang selanjutnya disebut
Rumah Sakit adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kota
Banjarmasin yang melaksanakan pelayanan kesehatan perorangan
bertanggung jawab kepada Dinas Kesehatan

6. Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital Bylaws) adalah aturan una
kelola dasar yang mengatur tatacara penyelexiggaraan rumah sakit,
hubungan antara pemilik dan/atau yang mewakili pemilik (dalam hal ini
dewan pengawas), pengebla atau direktur dengan staf manajemen serta
staf roedis, keperawatan dan tenaga fungsional lainnya.

7. Pemilik Rumah Sakit adalah Pemerintah Daerah kota Banjarmasin.
8. Dewan Pengawas adalah Dewan yang mewakili Pemilik, yang terdiri dari

Ketua dan Anggota, yang bertugas melakukan pengawasan terhadap
pengelolaan Rumah. Sakit yang dilakukan oleh direktur bersama
jajarannya dan memberikan nasihat dalam menjalankan kegiatan
pengelolaan rumah sakit.
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9. Direktur adalah Pimpinan Rumah Sakil: yang bertugas dalam pengelolaan
rumah sakit yang bertanggung jawab kepada kepala dinas kesehatan.

10. Komite Medik adalah perangkal: rumah sakit untuk menerapkan tata
kelola klinis agar staf medis di rumah sakit terjaga. profesionalismenya
melalui mekanisme kredensial, penjagaan mu.tu profesi medis, dan
pemeliharaan etika dan disiplin profesi medis yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada direktur dan diangkat serta diberhentikan oleh
direktur.

11. Komite Keperawatan adalah wadah non strukturaJ Rumah Sakit yang
mempunyai fungsi utama mempertahankan dan meningkatkan
profesionalisme tenaga keperawatan melalui mekanisme kredensial,
penjagaan mutu profesi, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur dan diangkat
serta diberhentikan oleh Direktur.

12. Kompetensi adalah dimensi yang dimiliki seseorang meliputi kedalaman
pemahaman (aspek kognitif), keterampilan, pengetahuan, minat, sikap
dan nilai yang merupakan standar perilaku yang telah menyatu dalam
diri seseorang dalam melakukan pekerjaan yang dibebankan kepadanya.

13. Komite Etik dan Hukum adalah wadah non struktural yang bertugas
memberikan pertimbangan kepada direktur dalam hal menyusun dan
merumuskan etika pelayanan Rumah Sakit, penyelesaian masalah etika
Rumah Sakit dan pelanggaran terhadap kode etik pelayanan Rumah
Sakit, pemeliharaan etika penyelenggaraan fungsi Rumah Sakit,
kebijakan yang terkait dengan Peraturan Internal Rumah Sakit, gugus
tugas bantuan hukum dalam penanganan masalah hukum di Rumah
Sakit Umum Daerah Sultan Suriansyah Kota Banjarmasin.

H.Kolektif kolegial adalah cara pengambilan keputusan oleh
tim/dewan/satuan yang dilakukan secara bersama-sama dengan
maksud dan tujuan yang samadan sejalan.

15.Satuan Pemeriksaan Intern adalah wadah non struktural yang bertugas
melaksanakan pemeriksaan intern di Rumah Sakit.

16. Staf Medik Fungsional adalah kelompok dokter dan/atau dokter spesialis
serta dokter gigi dan/atau dokter gigi spesialis yang melakukan
pelayanan dan telah disetujui serta diterima sesuai dengan aturan yang
berlaku untuk menjalankan profesi masing-masing di Rumah Sakit.

17.Rapat Rutin Dewan Pengawas adalah setiap rapat terjadwal yang
diselenggarakan oleh Dewan Pengawas, yang bukan termasuk rapat
tahunan dan rapat khusus.

18. Rapat Tahunan Dewan Pengawas adalah rapat yang diselenggarakan oleh
Dewan Pengawas setiap tahun sekali.

19. Rapat Khusus Dewan Pengawas adalah rapat yang diselenggarakan oleh
Dewan Pengawas di luar jadwal rapat rutin untuk mengambil keputusan
dan hal-hal yang dianggap khusus.

20. Dokter dan dokter gigi adalah dokter dan/atau dokter spesialis serta
dokter gigi dan/atau dokter gigi spesialis yang melakukan pelayanan di
Rumah Sakit terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan dokter dengan
perjanjian kerja/kontrak.

21. Kewenangan Klinis adalah hak khusus seorang staf medis/staf
keperawatan untuk melakukan sekelompok pelayanan
medis/keperawatan tertentu dalam lingkungan Rumah Sakit untuk suatu
periode tertentu yang dilaksanakan berdasarkan penugasan klinis.

22. Penugasan klinis adalah penugasan kepada seorang staf
medis/ keperawatan untuk melakukan sekelompok pelayanan
medis/keperawatan dirumah sakit berdasarkan daftar kewenangan klinis
yang telah ditetapkan bagi staf medis/keperawatan yang bersangkutan.
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23.Kredensialadalahprosescvaluasitcrhadapstafmedia/stafkeperawatan
untukmenentuhankclayakandiberikankewenanganklinis.

24.Refcredenaialadalah,prasescvaluasi.ulangterfoadapstafmedia/staf
keperawatanyangtelahmemilikikewenanganklinisuntukmenen.tukari
kelayakanpemberiankewenanganklinisyangtelahdtberikan...

25.TenagaKorvtrak.adalahtenagayangdiangkatdenganstatustenaga.
kontrakdiRumahSakit,yangditetapkandenganKeputusanKepala
DinasKesehatandenganmasakerjauntukjangkawaktutertentu
berdasarkanketentuanhukumyangbcrlaku.

26.DokterPenanggungJawabPelayananyangselanjutnyadisingkatDPJP
adalahDokterPenanggungJawabPasienRumahSakitraerupakandokter
yangbertugasmengelolarangkaiantatakelolamedisseorangpasien.

27.DokterPendidikKlinisadalahjabatanyangraempunyairuanglingkup,
tugas,tanggungjawab,danwewenanguntukmelakukankegiatan
pelayanankesehatan/pelayananmedis,pengabdianmasyarakat,dan
pendidikandokterdiRumahSakitPendidikansertamelakukanpenelitian
gunapengembanganilmukedokterandenganhakdankewajibanyang
diberikansecarapenuholehpejabatyangberwenang.

28.PesertaDidikadalahpesertaprogrampendidikan,yaitudokter,perawat
danbidandanprofesikesehatanIainnyayangsedangmengikuti
pendidikandiRumahSakit.

29.TenagaMagangKerjaadalahtenagayangmengabdikandirinyapada
rumahsakitdenganmaksudmencaripengalamankerja,mendapatkan
bimbinganpengetahuandanpeningkatankemampuandariDPJPatau
tenagaprofessionalIainnya.

30.PegawaiNegeriSipilyangselanjutnyadisebutPNSadalahwarganegara
Indonesiayangmemenuhisyarattertentu,diangkatsebagaiPegawai
AparatSipilNegarasecaratetapolehpejabatpembinakepegawaianuntuk
mendudukijabatanpemerintahan.

31.UnitPelaksanaTeknisDaerahyangselanjutnyadisebutUPTadalahUnit
PelaksanaTeknisDaerahKotaBanjarmasin.

32.KepalaBagianUmumdanKeuanganyangselanjutnyadisingkatKabag
UmumdanKeuanganadalahbagiandariorganisasirumahsakityang
membidangiurusankeuangan,akuntansidanmanajemenkeuanganserta
pengelolaanurusanketatausahaan,perencanaankebutuhanpendidikan
danpenelitian,pengembangansertamelakukanbimbingan,pengawasan
danpenilaianpelaksanaanpendidikandanpenelitian,pengembangan,
administrasikepegawaian,perlindungandanbantuanhukumserta
informasi.

33.KepalaBidangPelayananMedikyangselanjutnyadisingkatKabid
PelayananMedikadalahbagiandariorganisasirumahsakityang
membidangikegiatanpelayananmedik.

34.KepalaBidangKeperawatanyangselanjutnyadisingkatKabidKeperawatan
adalahbagiandariorganisasirumahsakityangmembidangikegiatan
pelayanankeperawatan.

35.KepalaBidangPenunjangMedikyangselanjutnyadisingkatKabid
PenunjangMedikadalahbagiandariorganisasirumahsakityang
membidangiurusanpenunjangmedik,rekammedikdaninformasi
teknologisertarumahtangga.

36.Reapoinmentsadalahpengangkatankembalikelompokstafmedis.

37.ClinicalPrwUagesadalahhakkhususseorangstafmedisuntukmelakukan
sekelompokpelayananmedistertentudalamlingkunganRumahSakit
untuksuatuperiodetertentuyangdilaksanakanberdasarkanpenugasan
klinis.

38.Temporaryprivilegesadalahkewenanganseorangstafmedisuntuk
»melakukansesuatuhalistimewayangdimilikiprofesitertentu,diberikan
Aolehhukumterhadapkompetensiyangdimilikiyangbersifatsementara.



39. Emergency privileges adalah kewcnangan seorang staf medis untuk
melakukan sesuatu ha! istimewa yang dimiliki profesi tertentu, diberikan
oleh hukum terhadap kompetensi yang dimiliki daJam suatu kcadaan yang
darurat

4Q.PrQfesi.onal privileges adalah kewenangan seorang staf medis secara
profesional untuk meiakukan sesuatu ha] istimewa yang dimiliki profesi
tertentu, diberikan oleh hukum terhadap kompetensi yang dimiliki dalam
suatu keadaan yang darurat.

BAB II

NAMA, LOGO DAN MAKNA LOGO RUMAH SAKIT

Bagian Kesatu

Nama Rumah Sakit

PasaJ2

Nama Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umura Daerah Sultan Suriansyah

Bagian Kedua

Logo Rumah Sakit

Pasal3

Logo Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suriansyah :

Bagian Ketiga

Makna Logo

Pasa)4

Makna Logo adalah sebagai berikut :

a. warna biru pada lambang logo bermakna keteguhan hati dan kebulatan
tekad untuk memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik pada
masyarakat;

b. warna hijau pada lambang logo memberikan makna cerminan pelayanan
pada Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suriansyah yang bermutu dan
bermartabat serta memberikan perlindungan dan keselamatan kepada
pasien;

c. warna Kuning pada lambang logo memberikan makna pelayanan yang
diberikan dilandasi oleh semangat. keikhlasan dan berintegritas;

d. warna Putin membentuk huruf SS pada lambang logo memberikan makna
pelayanan yang dilaksanakan oleh masing masing profesi adalah sebuah

* pekerjaan yang luhur dan terhormat tanpa diskriminasi; dan
Qe. simbol huruf SSpada logo melambangkan nama rumah sakit yakni Sultan
\ Suriansyah. ^JP



BAD in
ALAMAT DAN KELAS RUMAH SABOT

Bagian. Keaatu.

Alamat Rumah Sakit

Pasal 5

Alamat Rumah Sakit terletak di Jalan Rantauan Darat Rt 4 Rw.OI. Keiurahan
Kelayan Selatan Kecamatan Banjarmasin Kode Pos 70246 Selatan Kota.
Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan.

Bagian Kedua

Kelas Rumah Sakit

PasaJ 6

Status Kelas Rumah sakit adalah "C" sesuai dengan Keputusan Kepala
Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin Nomor : 144.5-/276/sekrt-VIII/dinkes
tanggal 1 Agustus 2019.

BABtV

VISI, MISI, NILAI-NILAI, FILOSOFI DAN NILAI ORGANISASI

Bagian Kesatu

Visi

Pasal7

Visi Rumah Sakit adalah : "Menjadikan Rumah Sakit Umum Daerah Sultan
Suriansyah Sebagai Pilihan Masyarakat Dengan Pelayanan Yang Bermutu
Dan Bermartabat, Sesuai Standar Akreditasi".

Bagian Kedua

Misi

Pasal 8

Misi Rumah Sakit Umum adalah :
a. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berkuahtas, efektif

berorientasi pada keselamatan pasien;
b. mcngembangkan kompetensi sumbcr daya manusia yang profesional

akuntabel dalam memberikan pelayananan;
c. mengembangkan rumah sakit yang berwawasan lingkungan dan peduh

pada masyarakat kelompok khusus;
d. menyediakan peralatan medis, keperawatan dan penunjang medis yang

sesuai dengan ilmu pengetahuan dan teknologi terbarukan; dan
e. mengembangkan perangkat manajemen yang inovatif dan responsif

berbasis informasi teknologi.
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Bagian Ketiga

Nilai'.-nilai Organ ttaai

Pasal9

(1.) Nilai-nilai kerja Rumah sakit adaJah nilai budaya kerja yang discpakati
dengan dinas kesehatan dan scluruh stafdinas kesehatan terdiri dari :
a. togetherness yang berarti kerja saxna;
b. wise/wisdenx yang berarti bijaksana;
c. integrity yang berarti integritas ;
d. norm yang berarti norma-,
e. non discrimination yang berarti tidak membedakan;
f. eneryic yang berarti bersemangat;
g. responsiveyang berarti responsif; dan
h. safety yang berarti keselamatan pasien dan petugas.

(2) Nilai organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya
disingkat dan disebut dengan kata "THE WINNERS'.

Bagian Keempat

Filosofis

Pasal 10

Falsafah Rumah Sakit adalah "Menjunjung Tinggi Harkat dan Martabat
Manusia Dalam Pelayanan Kesehatan".

Bagian Kelima

Motto

Pasal 11

Motto Rumah sakit adalah :

MELAYANI DENGAN KASIH SAYANG, PROFESIONAL DAN
BERTANGGUNG JAWAB

BABV

KEDUDUKAN RUMAH SAKIT

Pasal 12

fI) Rumah Sakit adalah rumah sakit milik Pemerintah Kota Banjarmasin
yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Dinas
Kesehatan Kota Banjarmasin.

(2\ Rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan UKi
Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin yang membenkan pelayanan
kesehatan perorangan.
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BABVI

TUJUAN,TUGASDANFUNGSI

BagianKesatu

TujuanRumahSakit

Pasal13

TujuanRumahsakitadalahmeningkatkankualitaspelayanankepada
masyarakatuntukmewujudkanpenyelenggaraantugaspemerintahdaerah
mencapaiBanjarmasinsehat,memajukankesejahteraandan
mencerdaskankehidupanmasyarakatBanjarmasin.

BagianKedua

TugasRumahSakit

Pasal14

Rumahsakitmengcmbantugassimultanyaitumelaksanakanupaya
kesehatansccaraberdayagunadanberhasilgunadenganmengutamakan
upayapenyembuhandanpemulihanyangdilaksanakandenganserasidan
terpadudenganupayameningkatkanderajatkesehatanperorangan
denganupayapenyembuhanpcnyakitdanmenyelenggarakanupaya
rujukansecaraparipuma.

BagianKetiga

FungstRumahSakit

Pasal15

DalammelaksanakantugassebagaimanadimaksuddalamPasal14,
RumahSakitmelaksanakanfungsi:
a.penyelenggaraanpelayananpengobatandanpemulihankesehatan

sesuaidenganstand&rpelayananrumahsakit;
b.pemeliharaandanpeningkatankesehatanperoranganmelalui

pelayanankesehatanyangparipumatingkatkeduadanketigasesuai
kebutuhanmedis;

c.penyelenggaraanpendidikandanpeiatihansumberdayamanusia
dalamrangkapeningkatankemampuandalampemberianpelayanan
kesehatan;dan

d.penyelenggaraanpenelitiandanpengembangansertapemanfaatan
teknoksgibidangkesehatandalamrangkapeningkatanpelayanan
kesehatandenganmemperhatikanetikailroupengetahuanbidang
kesehatan.
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BABVII

STRUKTURORGANISASIDAN
PEJABATPENGELOLARUMAHSAKIT

BagianKesatu

StrukturRumahSakit

Pasal16

StrukturorganisasiUPTRumahsakitberdasarkanPeraturanPemerintah
Nomor18Tahun2016Tentangperangkatdaerahdituangkandalam
PeraturanDaerahKotaBanjarmasinNomor144.5/047/sekrt/dinkes
tahun2019tanggal1Agustus2019.

BagianKedua

PejabatPengelola

Pasal17

PejabatpengelolaRumahsakit:
a.pemimpin;
b.pejabatkeuangan;dan
c.pejabatteknis.

Pasal18

PemimpinUPTRumahSakitsebutannyaadalahDirektur.

Pasal19

(1)PejabatkeuanganUPTRumahSakitadalahKabagUmumdan
Keuangan.

(2)PejabatteknisUPTRumahSakitadalahKepalaBidangtermasuk
pejabateselonIV(empat).

Pasal20

(1)Komposisipejabatpengeloladapatdilakukanperubahan,baikjumlah
maupunjenisnya,setelahmelaluirapatBadanPertimbanganJabatan
danPangkatPemerintahKotaBanjarmasinbersamasamadengan
DinasKesehatanKotaBanjarmasin.

(2)Perubahankomposisipejabatpengelolasebagaimanadimaksudpada
ayat(1)ditetapkandenganKeputusanWalikota.
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BagianKetiga

PengangkatanPejabatPengelola

Pasal21

(1)Pengangkatandalamjabatanditetapkanberdasarkankompetensidan
kebutuhanrumahsakit.

(2)Kompetensisebagaimanadimaksudpadaayat(IJmerupakan
kemampuandankeahlianyangdimilikiolehpejabatpengelolaUPT
berupapengetahuan,keterampilandansikapperilakuyangdiperlukan
dalampelaksanaantugasjabatannyasertadiusulkanolehDinas
Kesehatan.

(3)PejabatpengelolaberasaldariPNS,jikasudahmenerapkanBadan
LayananUmumDaerahdapatberasalbukandariPNS,kecualijabatan
Keuangan.

Pasal22

PejabatpengeloladiangkatdandiberhentikanolehWalikota.

Pasal23

(1)MasajabatansebagaipejabatpengelolaUPTRumahSakitadalah4
(empat)tahundandapatdiperpanjang.

(2)JabatanPejabatpengelolaUPTRumahSakitmaksimal2(dua)periode
masajabatan.

(3)Pejabatpengeloladapatdiberhentikansebelummasajabatan
berakhir,apabila:
a.melakukantindakpidanakorupsi,tanpaharusmenunggu

putusanyangbersifatinkrahsepanjangtelahditetapkansebagai
tersangka;

b.tidakcakapdalammelakukantugaskarenasakit;dan
c.tidakmelaksanakantugasselama15(limabelas)haritanpa

alasanyangdapatdipertanggungjawabkan.

BagianKeempat

PersyaratanPejabatPengelola

Pasal24

PejabatpengelolaUPTRumahSakitdiangkatdengankriteria:
a.memilikikompetensiberupakeahliandankemampuandalam

melaksanakantugasjabatan;
b.memilikipengetahuandanketerampilandalammelaksanakan

manajemenrumahsakit;dan
c.bersediamenandatanganisuratpernyataanmeninggalkanjabatan

fungsionalprofesinyakecualiditentukanlainolehperaturan
perundang-undangan.

4*4t



BagianKelima

TugasdanKewajibanPejahatPengelola

Pasal25

(UDirekturRumahSakitmempunyaitugasdankewajibansebagaiberikut:
a.merumuskandanmenetapkankebijakanteknisupayakesehatan

sesuaidengankebijakanyangditetapkanolehWalikotadanataudinas
kesehatan;

b.merumuskandanmenetapkankebijakan,mengkoordinasikan,
mengendalikandanmengevaluasipelaksanaanpelayananmedik;

c.merumuskandanmenetapkankebijakan,mengkoordinasikan,
mengcndalikandanmengevaluasipelaksanaanpelayananpenunjang
medikdannonmedik;

d.merumuskandanmenetapkankebijakan,mengkoordinasikan,
mengendalikandanmengevaluasipelaksanaanasuhankeperawatan;

e.merumuskandanmenetapkankebijakan,mengkoordinasikan,
mengendalikandanmengevaluasipelaksanaanpelayananrujukan;

f.merumuskandanmenetapkankebijakan,mengkoordinasikandan
mengendalikanpelaksanaanprogrampendidikandanpelatihan;

g.merumuskandanmenetapkankebijakan,mengkoordinasikan,
mengendalikanpelaksanaanpenelitiandanpengembangan;

h.merumuskandanmenetapkankebijakan,mengkoordinasikan,
mengendalikanpengelolaansumberdayamanusia;

i.merumuskandanmenetapkankebijakan,mengkoordinasikandan
mengendalikanpengelolaanadministrasiumumdankeuangan;dan

j.melaksanakantugas-tugaslainyangdiberikanolehWalikotadanatau
dinaskesehatansesuaidenganbidangtugasdantanggungjawabnya.

(2)KabagUmumdanKeuanganmempunyaitugasdankewajiban
mengkoordinasikandanmengendalikankegiatanurusankeuangan,
akuntansidanmanajemenkeuangansertapengelolaanurusan
ketatausahaan.perencanaankebutuhanpendidikandanpenelitian,
pengembangansertamelakukanbimbingan,pengawasandanpenilaian
pelaksanaanpendidikandanpenelitian,pengembangan,administrasi
kepegawaian,perlindungandanbantuanhukumsertainformasi.

(3)KabidpelayananMedikmempunyaitugasmengkoordinasikandan
mengendalikankegiatanpelayananmedik.

(4)KabidKeperawatanmempunyaitugasmengkoordinasikandan
mengendalikankegiatanpelayananperawatan.

(5)Kabidpenunjangmedikmempunyaitugasmengkoordinasikandan
mengendalikankegiatanurusanpenunjangmedik,rekammedikdan
informasiteknologisertarumahtangga.

(6)Selainyangtermuatdalamperaturanini,tugasdankewajibanpejabat
pengelolamengacukepadaPeraturanWalikotatentangUraianTugasdan
StrukturOrganisasidanTataKerjarumahsakityangtelahditetapkan.

BagianKeenam

TanggungjawabPejabatPengelola

Pasal26

(1)DirekturbertanggungjawabkepadaKepalaDinasKesehatan.
(2)KabagUmumdanKeuangan,KabidPelayananMedik,Kabid

KeperawatandanKabidPenunjangMedikbertanggungjawabkepada
Direktur.
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BagianKctujuh

LaranganMcrangkapJabatan

Pasal27

DirekturUPTRumahSakitdilarangmemegangjabatan.rangkapsebagai.
pelaksanajabatanfungsional.

BagianKcdelapan

PemberhentianPejabatPengelola

Pasal28

(1)DirekturdanPejabatPengeloladiberhentikanolehWalikota.
(2)DirekturdanPejabatPengeloladiberhentikankarena:

a.terlibatdalamtindakpidana;
b.meninggaldunia;
c.mengundurkandiri;
d.tidaktercapainyatargetkinerja;dan
e.kondisikesehatan.

(3)Pemberhentiansebagaimana.dimaksudpadaayat(1)dilaksanakan
sesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan.

Pasal29

(1)DirekturdanPejabatPengelolayangdiberhentikansebelummasa
jabatannyahabisdiberikesempatanmengajukankeberatansesuai
prosedurdanperaturanperundang-undangan.

(2)Dalamhai:tentangwaktuyangdibcrikantidakdimanfaatkan,maka
DirekturdanPejabatPengeloladianggapmenerimapemberhentian.
sebagaimanadimaksudpadaayat(I).

BABVTII

PELAKSANA

Pasal30

UntukmenunjangkelancaranpenyelenggaraankegiatanpelayananRumah
Sakitditunjangunit-unitpelaksanafungsionalyangterdiridariInstalasi,
KomiteMedik,StafMedikFungsional,danKomiteKeperawatan,

BagianPertama

Instalasi

Pasal31

(1)PcmbentukaninstalasiditetapkanKeputusanDirektur.
(2)Instalasisebagaimanadimaksudpadaayat(1)dipimpinKepala

Instalasi

(31KepalainstalasidalammelaksanakantugasnyadibantuStafInstalasi.
(4)KepalaInstalasiIsebagaimanadimaksudpadaayat(3)
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bertanggungjawab aceara teknis kepada kepala bidang/bagian dan
berkoordinaai kepada. scksi yang terkait.

(5) Pembcntukan dan perubahan instalasi didasarkan ataa kebutuhan dan
ketentuanyang berlaku dan ditetapkan oleh Direktur.

Bagian Kedua

Komite Medik

Paragraf 1

Pembentukan Komite Medik

Pasal 32

(1) Direktur membentuk Panitia Pemilihan Ketua Komite Medik yang terdiri
Kepala Bidang Pelayanan Medik.

(2) Staf Medik Fungsional mengusulkan 5 (lima) nama kepada Direktur
sebagai calon Ketua Komite Medik.

(3) Direktur berwenang memilih dan menetapkan salah satu dari lima nama
yang diusulkan tanpa harus mempertimbangkan urutan yang
diusulkan.

(4) Ketua Komite Medik memilih Sekretaris dan Bendahara.
(5) Pengurus Komite Medik memilih dan menyusun Subkomite dalam

Komite Medik.

(6) Hasil rapat pleno beserta Susunan Komite Medik disampaikan kepada
Direktur untuk dibuatkan Keputusan Komite Medik.

1

Pasal 33

(1) Sekretaris komite medik dan ketua subkomite ditetapkan oleh direktur
rumah sakit berdasarkan rekomendasi dari ketua komite medik dengan
memperhatikan masukan dari staf medis yang bekeija di rumah sakit.

(21 Keanggotaan komite medik ditetapkan oleh direktur rumah sakit
dengan mempertimbangkan sikap profesional, reputasi, dan perilaku.

(3) Jumlah keanggotaan komite medik sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) disesuaikan dengan jumlah staf medis di rumah sakit.

(4) Susunan Struktur Organisasi Komite Medik terdiri dari :
a. ketua;
b. sekretaris; dan
c. sub Komite.

(5) Persyaratan Ketua Komite Medik :

a. bisa berasal dari dokter PNS atau Non PNS yang dipilih secara
demokratis oleh Ketua-ketua kelompok staf medis;

b. mempunyai kredibilitas dan intergitas yang tinggi dalam profesinya;
c. peka terhadap perkembangan perumahsakitan;
d. bersifat terbuka, bijaksana dan jujur;
e. mempunyai kepribadian yang dapat diterima dan disegani di

lingkungan profesinya serta menjadi teladan bagi sejawat atau
profesi lainnya;

f. mempunyai integritas kelimuan dan etika profesi yang tinggi; dan
g. mendukung program kerja rumah sakitdan dinas kesehatan'.

(6) Pengangkatan dan pemberhentian Ketua Komite Medik sebagaimana
dimaksud ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

(7) Persyaratan Sekretaris :
a. sekretaris Komite Medik direkomendasikan oleh Ketua Komite Medik

dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur;
b. sekretaris Komite Medik dijabat oleh seorang dokter PNS; dan



c. dalam mcnjaiankan tugasnya, sekretaris Komite Medik dibantu olcfo
tenaga administrasi (staf sekretariat).

(8) Anggota Komite Medik terdiri dari sem.ua Ketua Kelompok Staf Media*
(9) Ketua Komite Medikmemilih Sekretaris dan Anggota Komite Medik dan

ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Paragraf 2

Tujuan

Pasal 34

Komite medik dibentuk dengan tujuan untuk menyelenggarakan tata kelola
klinis yang baik agar mutu pelayanan medis dan keselamatan pasien lebih
terjamin dan terlindungi.

\

Paragraf 3

Tugas Dan Fungsi Komite Medik

Pasal 35

(1) Komite medik mempunyai tugas meningkatkan profesionalisme staf medis
yang bekerja di rumah sakit dengan cara:
a. melakukan kredensial bagi seluruh staf medis yang akan melakukan

pelayanan medis di rumah sakit;
b. memelihara mutu profesi staf medis; dan
c. menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi staf medis.

(2) Dalam melaksanakan tugas kredensial komite medik memiliki fungsi
sebagai berikut:
a. penyusunan dan pengkompilasian daftar kewenangan klinis sesuai

dengan masukan dari kelompok staf medis berdasarkan norma
keprofesian yang berlaku ;

b. penyelenggaraan pemeriksaan dan pengkajian:
1. kompetensi;
2. kesehatan fisik dan mental;
3. perilaku; dan
4. etika profesi.

c. evaluasi data pendidikan profesional kedokteran/kedokteran gigi
berkelanjutan;

d. wawancara terhadap pemohon kewenangan klinis;
e. penilaian dan pemutusan kewenangan klinisyang adekuat.
f. pelaporan hasil penilaian kredensial dan menyampaikan rekomendasi

kewenangan klinis kepada komite medik.
g. melakukan proses rekredensial pada saat berakhirnya masa berlaku

surat penugasan klinis dan adanya permintaan dari komite medik; dan
h. rekomendasi kewenangan klinis dan penerbitan surat penugasan

klinis.

(3) Dalam melaksanakan tugas memelihara mutu profesi staf medis komite
medik memiliki fungsi sebagai berikut:
a. pelaksanaan audit medis;
b. rekomendasi pertemuan ilmiah internal dalam rangka pendidikan

berkelanjutan bagi staf medis;
c. rekomendasi kegiatan eksternal dalam rangka pendidikan

berkelanjutan bagi staf medis rumah sakit tersebut; dan
d. rekomendasi proses pendampingan bagi staf medis yang

membutuhkan.

(4) Dalam me^anakarAugas menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi



staf media komite medik memiliki fungsi sebagai berikut:
a, pembitt8an etika dan dtaiplin profeai kedaktcraci;
b. pemeriksaan stafmedis yang diduga melakukan pelanggaran. dtaipfc
c, rekomendasi pendisiplinan pelaku profesionai di rumah sakit; dan
d. petnberian naschat/perumbangan dalam pengambilan keputusan, etia

pada asuhan medis pasien.

Paragraf 4

Wcwenang Komite Medik

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya komite medikberwenang:

a. memberikan rekomendasi rincian kewenangan klinis ;
b. memberikan rekomendasi surat penugasan klinis;
c. memberikan rekomendasi penolakan kewenangan klinis tertentu; dan
d. memberikan rekomendasi perubahan/modifikasi rincian kewenangan

klinis ;
e. memberikan rekomendasi tindak lanjut audit medis;
f. memberikan rekomendasi pendidikan kedokteran berkelanjutan;
g. memberikan rekomendasi pendampingan; dan
h. memberikan rekomendasi pemberian tindakan disiplin;

Paragraf5

Tanggung Jawab Komite Medik

Pasal 37

(1) Tanggung jawab Komite Medik adalah terkait dengan mutu pelayanan
medis, pembinaan etik kedokteran dan pengembangan profesi medis.

(2) Ketua Komite Medik bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit.

Paragraf 6

Kewajiban Komite Medik

Pasal 38

Komite Medik mempunyai kewajiban sebagai berikut :

a. menyusun peraturan internal staf medis;
b. membuat standarisasi format untuk standar pelayanan medis, standar

prosedur operasional dibidang manajerial/adminitrasi dan bidang
keilmuan/profesi, standar profesi dan standar kompetensi;

c. membuat standarisasi format pengumpulan, pemantauan dan pelaporan
indikator mutu klinik; dan

d. melakukan pemantauan mutu klinik, etika kedokteran dan pelaksanaan
pengembangan profesi medis.

Paragraf 7

Masa Kerja Komite Medik

Pasal 39

Masa kerja Komite Medik adalah 3 (tiga) tahun.

A
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Tata Kerja Komite Medik

Pasal 40

Tata kcrja Komite Medik secara administratif mengikuti ketentuan yang
diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan.

Bagian Ketiga

Kelompok Staf Medis

Paragraf 1

Pengorganisasian Kelompok Staf Medis

Pasal 41

(1) Pengorganisasian kelompok staf medis terdiri dari :
a. staf pengajar dengan status kepegawaian dari Fakultas Kedokteran

wajib dimasukan kedalam kelompok staf medis apabila staf pengajar
tersebut memberikan pelayanan medis kepada pasien baik secara
langsung maupun sebagai konsultan; dan

b. co- Ass/Calon dokter tidak dimasukkan ke dalam kelompok staf
medis.

(2) Penempatan para dokter ke dalam kelompok staf medis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah
Sakit atas usulan Komite Medik.

(3) Kelompok staf medis dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih oleh
anggotanya.

(4)Pemilihan ketua kelompok staf medis sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) diatur dengan mekanisme yang disusun oleh Komite Medik dan
ditetapkan dengan Keputusan Direktur, Proses pemilihan ini wajib
melibatkan Komite Medik dan pimpinan rumah sakit.

(5) Setelah proses pemilihan ketua kelompok staf medis selesai maka
penetapan sebagai Ketua kelompok staf medis disahkan dengan
Keputusan Direktur Rumah Sakit.

(6) Lama masa bakti Ketua kelompok staf medis adalah 3 (tiga) tahun dan
ditetapkan dengan keputusan Direktur.

(7)Tugas Ketua Kelompok Staf Medis adalah menyusun uraian tugas,
wewenang dan tata kerja staf medis yang dipimpinnya.

(8) Uraian tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
ditetapkan secara individual untuk masing-masing dokter.

Paragraf 2

Kewenangan Klinis Kelompok Staf Medis

Pasal 42

Kewenangan Klinis Staf Medik adalah sebagai berikut:

a. kewenangan klinis masing-masing anggota kelompok staf medis disusun
oleh Ketua kelompok staf medis dan kemudian diusulkan oleh Ketua
Komite Medik kepada Direktur Rumah sakit untuk dibuatkan surat
keputusannya;

b. ketua Kelompok Staf Medis mengatur pemberian clinical privileges,
reapoinments dan penugasan staf medis pada unit kerja;

c. Ketua Kelompok Staf Medis dapat mengusulkan temporary
privilegesfemergency privileges ataupun profesional privileges sesuai
dengan kebutuhan pelayanan medis rumah sakit kepada Komite Medik;
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d. subkomite Kredensial melakukan review kompetensi staf media dan
memberikan Iaporan dan rekomendasi kepada Komite Medik. dalam
rangka pembcrian clinical privileges, mapoinmenti dan penugasan staf
media pada unit kcrja,

Paragraf 3

Tanggung Jawab Kelompok Staf Media

Pasal 43

Kelompok staf medis mempunyai tanggung jawab yang terkait dengan mutu,
etik dan pengembangan pendidikan. staf medis. Tanggung jawab terscbut
sebagai berikut:

a. memberikan rekomendasi melalui Ketua Komite Medis/Sub Komite
Kredensial kepada Direktur terhadap pcrmohonan penempatan dokter
baru;

b. melakukan cvaluasi melalui kelompok disiplin ilmu, audit medis atau
program pengembangan kuaiitas terhadap kinerja praku'k dokter
berdasarkan data yang komprehensif;

c. memberikan rekomendasi melalui Ketua Komite Medik/Sub Komite
Kredensial. kepada Direktur terhadap permohonan penempatan ulang
dokter di Rumah Sakit;

d. untuk membuat surat. keputusan Direktur Rumah Sakit sebagaimana
dimaksud pada huruf e pcrlu meminta masukan dari organisasi staf
medis/sub komite kredensial;

e. memberi kesempatan bagi para dokter untuk mengikuti Pengembangan
Profesional Berkelanjutan;

f. memberikan Iaporan melalui Ketua Komite Medik kepada Direktur
Rumah Sakit minimal I (satu) tahun sckali;

g. Iaporan sebagaimana dimaksud pada huruf f meliputi hasil pemantauan
indikator mutu klinik, hasil evaluasi kinerja praktik klinis, pelaksanaan
program pengembangan staf dan Iain-Iain; dan

h. melakukan pcrbaikan standar prosedur operasional dan dokumen
terkaitnya.

Paragraf 4

Kewajiban Kelompok Staf Medis

Pasal 44

Kelompok Staf medis berkewajiban :

a. menyusun Standar Prosedur Operasional pelayanan medik yang terdiri
dari:
1. standar Prosedur Operasional bidang administrasi/manajerial antara

lain meliputi pengaturan tugas rawat jalanv pengaturan tugas rawat
inap, pengaturan tugas jaga, pengaturan tugas rawat intensif,
pengaturan tugas di kamar operasi, kamar bersalin dan lain sebagainya,
pengaturan visitc/ronde, pcrtemuan klinik, presentasi kasus (kasus
kematian, kasus sulit, kasus langka, kasus penyakit tertentu), prosedur
konsultasi, dan Iain-lain, dibawah koordinasi Kabid Pelayanan Medis;

2. standar Prosedur Operasional pelayanan medik bidang
keilmuan/keprofesian adalah standar pelayanan medis; dan

3. masing-masing kelompok menyusun standar pelayanan medis
sebagaimana dimaksud pada huruf b minimal untuk 10 (sepuluh) jenis
penyakit, dibawah koordinasi Komite Medik.

b. menyusun indikator mutu klinis dengan ketentuan masing-masing
kelompok staf medis menyusun minimal 3 (tiga) jenis indikator mutu
output atau outcome; dan

tugas dan kewenangan untuk masing-masing
A output atau outcome; di
M c. menyusun ytraian nt



anggotanya antara lain memuat clinical privileges, pengaturan temporary
pnmleges,emergency privileges, dan profesional privileges sesuai
kebutuhan rumah sakit.

Bagian Keempat

Staf Medis

Paragraf 1

Pengangkatan Staf Medis

Pasal 45

(1) Staf medis yang ingin menjadi anggota kelompok staf medis Rumah
sakit mengajukan permohonan kepada Kabid Pelayanan Medik.

(2) Suratpermohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilampiri dengan :
a. ijazah;
b.surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Ijin Praktik (SIP);
c. sertifikat kompetensi;
d. sertifikat lainnya yang mendukung profesi medis; dan
e. daftar riwayat hidup.

(3) Kepala Bidang Pelayanan Medik meneruskan surat permohonan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Komite Medik untuk
dilakukan kredensial kepada staf medis yang bersangkutan.

(4) Komite Medik melalui Subkomite Kredensial melakukan review
permohonan untuk menjadi anggota staf medis rumah sakit secara
total obyektif, adil, jujur dan terbuka.

(5) Subkomite Kredensial membuat Rekomendasi hasil review berdasarkan
kriteria yang ditetapkan dan sesuai. dengan kebutuhan staf medis di
rumah sakit kepada Ketua Komite Medik, dan selanjutnya diteruskan
oleh Ketua Komite Medik kepada Direktur rumah sakit melalui Wakii
Direktur Pelayanan Medik.

(6) Direktur rumah sakit memutuskan diterimanya staf medis tersebut
atau tidak dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Medik.

(7) Pengangkatan staf medis ditetapkan dengan Keputusan Direktur
Rumah sakit. Penempatan staf medis ke dalam kelompok staf medis
ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah sakit.

(8) Direktur Rumah sakit mengeluarkan Surat Penugasan Klinik staf
medis yang bersangkutan.

(9) Staf medis yang telah diangkat menjadi anggota staf medik Rumah
sakit harus melapor kepada Komite. Medik dan menyerahkan :

a. fotocopy Keputusan Direktur Rumah Sakit;
b. fotocopy Surat Penugasan Klinik di Rumah Sakit; dan
c. fotocopy Surat Izin Praktik di Rumah Sakit.

(10) Staf medis yang telah ditempatkan ke dalam kelompok staf medis
melapor kepada Ketua Kelompok Staf Medis yang bersangkutan.

(11) Ketua Staf Medis menyusun uraian tugas, wewenang dan tata kerja staf
medis yang dipimpinnya.

(12) Uraian tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (11)
ditetapkan secara individual untuk masing-masing dokter berdasarkan
standar profesi dan standar kompetensi yang dikembangkan oleh
masing-masing perhimpunan profesi.

(13) Staf Medis yang pemah menjadi anggota Kelompok Staf Medis Rumah
Sakit dan kemudian keluar dari Kelompok Staf Medis Rumah Sakit
karena melanjutkan pendidikan, mutasi/pindah, atau alasan lainnya
dan ingin kembali menjadi anggota Kelompok Staf Medis Rumah Sakit
dapat diangkat kembali oleh Direktur Rumah Sakit.

(14) Prosedur pengangkatan kembali staf medis sebagaimana dimaksud
pada ayat (13) tersebiit sama dengan proses pengangkatan staf medis
sebagairnana»dirnaksuh pada ayat (9).4



Paragraf 2

Kategori Staf' Medis

Pasal 4£

Kategori dan pengorganisasian staf medis terdiri dari :

b. dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis yang bekerja
di unit pelayanan rumah sakit wajib menjadi anggota Staf Medis,
termasuk unit pelayanan yang dilakukan kerja sama operasional dengan
rumah sakit;

c. semua staf medis di rumah sakit tanpa membedakan status hubungan
kerja, kewenangan dan tanggung jawab staf medis wajib mengikuti semua
peraturan yang berlaku pada rumah sakit dan atau dinas kesehatan;

d. dalam melaksanakan tugas Staf Medis dikelompokan sesuai spesialisasi
atau keahliannya atau dengan cara lain dengan pertimbangan khusus dari
Direktur;

e. setiap kelompok stafmedis minimal terdiri dari 2 (dua) orang dokter;
f. pengelompokan Staf Medis berdasarkan spesialisasi /keahlian adalah

tenaga dokter dengan spesialisasi/keahlian yang sama dikelompokkan ke
dalam 1 (satu) Kelompok Staf Medis Fungsional; dan

g. pengelompokan Staf Medis dengan cara lain dengan pertimbangan khusus
dapat dilakukan dengan beberapacara sebagai berikut:
a. penggabungan tenaga dokter spesialis dengan spesialisasi/keahlian

yang berbeda. Penggabungan ini dilakukan karena jumlah dokter
spesialis tersebut kurang dari 2 (dua) orang sehingga tidak
memungkinkan untuk membentuk Staf Medis sendiri;

b. penggabungan harus memperhaukan kemiripan disiplin ilmu tersebut
dan wajib diikuu* dengan pembagian dan tugas dan wewenang yang
jelas yang dituangkan di dalam kebijakan dan prosedur pelayanan
medis rumah sakit. Sebagai contoh dokter spesialis paru digabung
dengan spesialis jantung menjadi Staf Medis Jantung-Paru. Semua
dokter umum yang bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan
Suriansyah dapat dimasukkan ke dalam kelompok staf medik dokter
umum yaitu Staf Medis Fungsional Dokter Umum;

c. semua dokter gigi yang bekerja di Rumah Sakit Umum dapat
dimasukkan ke dalam kelompok staf medik dokter gigi yaitu Staf Medis
Fungsional Penyakit Gigi dan Mulut; dan

d. dokter dan dokter gigi yang bekerja pada pelayanan yang dilakukan
secara kerja sama operasional tetapi secara administrasi dibawah
manajamen kerja sama operasional namun secara profesi tetap
dibawah komite medik.

Paragraf 3

Kewajiban Staf Medis

Pasal 47

Staf medis mempunyai kewajiban yaitu:

a. memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi, standar
pelayanan, dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis
pasien;

b. merujuk pasien ke dokter, dokter spesialis, dokter gigi atau dokter gigi
spesialis lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih

. baik, apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau
(\ pengobatan;
l c. merahasiakaypj segala Jsesuatu yang diketahuinya tentang pasien,^P



bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia;
d. melakukan pertolongan darurat atas dasar perikernanusiaan, kecuali

bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya
tanpa meminta uang muka;

e. menambah ilmu pengetahuan dan mengikuri perkembangan ilmu
kedokteran atau kedokteran gigi;

f. menunjuk staf medis Iain dalam keahlian / komitmen yang sama
sebagai pengganti apabila berhalangan, dan harus diinformasikan
kepada dan persetujuan pasien yang bersangkutan;

g. memberikan penjelasan secara lengkap kepada pasien sebelum
persetujuan tindakan disetujui pasien;

h. membuat rekam medis dan mematuhi petunjuk pelaksanaannya;
i. menyelenggarakan kendali mutu dan kendali biaya;
j. mematuhi kebijakan rumah sakit tentang obat dan formularium rumah

sakit;

k. mematuhi semua peraturanyang dibuatoleh Direktur rumah sakit dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

1. mendahulukan keselamatan pasien dari persyaratan administratif dan
kepentingan lainnya yang bersifat individu.

Paragraf 4

Pembinaan Staf Medis

Pasal 48

(1) Pembinaan staf medis dilakukan secara berkala atau apabila ada masalah
yang dilaporkan oleh Ketua Staf Medis Fungsional / Kepala Instalasi,

(2) Investigasi masalah, pelaporan, penangguhan dan lain sebagainya yang
berkaitan dengan pembinaan staf medik dilakukan oleh subkomite
kredensial bersama-sama subkomite mutu medikdan audit medik.

(3) Pembinaan dilakukan melalui tindakan korektif yang terkait dengan
pelaksanaan pemberian kewenangan klinis.

(4) Uporan dari subkomite disampaikan kepada Ketua Komite Medik untuk
selanjutnya dilaporkan kepada Direktur rumah sakit.

(5} Dalam hal diduga adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh staf
medis Ketua Staf Medis Fungsional/ Kepala Instalasi wajib meneruskan
ke komite etika dan hukum rumah sakit.

Bagian Kelima

Satuan Pemeriksaan Intern

Pasal 49

(1) Dalam membantu Direktur dalam bidang pengawasan dan pengelolaan
Sumber Daya dan Keuangan yang ada di Rumah Sakit dibentuk Satuan
Pemeriksaan Intern.

(2) Satuan Pemeriksaan Intern adalah kelompok fungsional yang bertugas:
a. melakukan pemeriksaan terhadap setiap unsur/kegiatan di

lingkungan Rumah Sakit yang meliputi pengelolaan administrasi
keuangan, administrasi pelayanan serta administrasi umum dan
kepegawaian yang dipandang perlu;

b. melakukan pengujian serta penilaian atas hasil Iaporan berkala atau
sewaktu-waktu dari setiap unsur/kegiatan dilingkungan Rumah Sakit
atas petunjuk Direktur Rumah Sakit;

c. melakukan penelusuran mengenai kebenaran Iaporan atau informasi
tentang hambatan, penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang
yang terjadi; dan

d. memberikan saran dan alternatif pemecahan kepada Direktur Rumah
Sakit terhaflap penjampangan yang terjadi.



|3] Satuan Pemeriksaan Intern, sebagaimana. dimaksud pada. ayat (1)
dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala. Dinas sesuai dengan. kebutuhan
atas usulan. Direktur.

(4) Struktur Organisasi dari. Satuan Pemeriksaan Intern terdiri dari I (satu)
orang Ketua, I. (satuj orang Sekretaris dan beberapa orang Anggota yang
hcrtanggung jawab langsung kepada Direktur.

(5) Pcnctapan Keanggotaan dalam Satuan Pemeriksaan Intern dilakukan
dengan mempertimbangkan Kompetensi dan Jabatan seseorang yang
discsuaikan dengan. peraturan yang berlaku,

(6) Masa kerja. Satuan Pemeriksaan Intern adalah 3 (tiga) tahun.
(7) Ketua., sekretaris dan anggota dalam Satuan Pemeriksaan intern dilarang

m.crangkap tugas maupun jabatan lain dalam bidang keuangan, Sumbwe
Daya Manusia, pelayanan dan menjadi panitia atau pejabat pengadaan
barang / jasa,

Bagian Keenam

Komite Keperawatan

Paragraf I

Pcmbentukan Komite Keperawatan

Pasal 50

(1) Komite Keperawatan mengatur kewenangan klinis perawat dan juga
bidan.

(2) Ketua Komite Keperawatan dipilih dan diangkat oleh direktur rumah
sakit.

(3) Sekretaris komite Keperawatan dan ketua subkomite ditetapkan oleh
direktur rumah sakit berdasarkan rekomendasi dari ketua komite
Keperawatan dengan memperhatikan masukan dari staf keperawatan
yang bekerja di rumah sakit.

(4) Keanggotaan komite Keperawatan ditetapkan oleh direktur rumah sakit
dengan mempertimbangkan sikap profesional, reputasi, dan perilaku,

(5) Jumlah keanggotaan komite Keperawatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) disesuaikan dengan jumlah staf perawat dan bidan di rumah
sakit.

(6) Susunan Struktur Organisasi Komite Keperawatan terdiri dari :
a. ketua;
b. sekretaris; dan
c. sub komite.

(7) Persyaratan Ketua Komite Keperawatan :
a. dapat berasal dari Perawat/bidan PNS atau Non PNS yang dipilih

secara demokratis oleh Ketua-ketua kelompok staf perawat dan bidan;
b. pengangkatan Ketua Komite Keperawatan ditetapkan dengan

Keputusan Direktur,
c. ketua Komite Keperawatan memilih Sekretaris dan anggota Komite

Keperawatan dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur;
d. mempunyai kredibilitas dan intergitas yang tinggi dalam profesinya;
e. peka terhadap perkembangan perumahsakitan;
f. bersifat terbuka, bijaksana dan jujur;
g. mempunyai kepribadian yang dapat diterima dan disegani di

lingkungan profesinya serta menjadi teladan bagi sejawat atau
profesilainnya;

h. mempunyai integritas kelimuan dan etika profesi yang tinggi; dan
i. mendukung program kerja rumah sakit dan dinas kesehatan.

(8) Persyaratan Sekretaris :
a. sekretaris Komite Keperawatan direkomendasikan oleh Ketua Komite

Keperawatan dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur;
b. sekretaris Komite Keperawatan dijabat oleh seorang dokter PNS; dan
c. dalam merualankanj tugasnya, sekretaris Komite Keperawatan dibantu4



olehtenagaadministrasi(stafsekrctariat).
(9)AnggotaKomiteKeperawatanberasaldariperwakilanperawatdanbidan.

Pasal5I

(1)PembentukanKomiteKeperawatanRumahSakitditetapkandengan
SuratKeputusanDirekturRumahSakit.

(2)DirekturmembentukPanitiaPemilihanKetuaKomiteKeperawatanyang
terdiriKepalaBidangKeperawatan.

(3)KepalaruanganmengusulkanlimanamakepadaDirektursebagaicalon
KetuaKomiteKeperawatan.

(4)Direkturberwenangmemilihdanmenetapkansalahsatudarilimanama
yangdiusulkantanpaharusmempertimbangkanurutanyang
diusulkan.

(5)KetuaKomiteKeperawatanmemilihSekretaris.
(6)PengurusKomiteKeperawatanmemilihdanmenyusunSubkomitedalam

KomiteKeperawatan.
(7)HasilrapatplenobesertaSusunanKomiteKeperawatandisampaikan

kepadaDirekturuntukdibuatkanKeputusanKomiteKeperawatan.
(8)PengangkatandanpemberhentianKetuaKomiteKeperawatan

ditetapkandenganKeputusanDirekturRumahSakit.

Paragraf2

Tujuan

Pasal52

KomiteKeperawatandibentukdengantujuanuntukmenyelenggarakantata
kelolakeperawatandankebidananyangbaikagarmutupelayanan
keselamatanpasienlebihterjamindanterlindungi.

Paragraf3

TugasDanFungsiKomiteKeperawatan

Pasal53

(1)KomiteKeperawatanmempunyaitugasmeningkatkanprofesionalismestaf
perawatdanbidanyangbekerjadirumahsakitdengancara:
a.melakukankredensialbagiseluruhstafperawatdanbidanyangakan

melakukanpelayananperawatdanbidandirumahsakit;
b.memeliharamutuprofesistafperawatdanbidan;dan
c.menjagadisiplin,etika,danperilakuprofesistafperawatdanbidan.

(2)DalammelaksanakantugaskredensialkomiteKeperawatanmemiliki
fungsisebagaiberikut:
a.penyusunandanpengkompilasiandaftarkewenanganklinissesuai

denganmasukandarikelompokstafperawatdanbidanberdasarkan
normakeprofesianyangberlaku;

b.penyelenggaraanpemeriksaandanpengkajiankompetensi,kesehatan
ftsikdanmental,perilaku,danetikaprofesi.

c.cvaluasidatapendidikanprofesionalperawat/bidanberkelanjutan;
d.wawancaraterhadappemohonkewenanganklinis;
e.penilaiandanpemutusankewenanganklinisyangadekuat;
f.pelaporanhasilpenilaiankredensialdanmenyampaikanrekomendasi

kewenangankliniskepadakomiteKeperawatan;
g.melakukanprosesrekredensialpadasaatberakhirnyamasaberlaku

suratpenugasanklinisdanadanyapermintaandarikomite 4suratpenugasanklinisi
Keperawatan:dan



h,rekomendasikewenangan;klini*danpcnerbitansuratpenugasan
klinis.

(j3|Dalammelaksanakantugasmemeliharamutuprofesi,staffperawatdan.
bidankomiteKeperawatanmemilikifungsisebagai.berikut:
a.pelaksanaanauditperawatdanbidan;
b.rekomendasipertemuanilmiahinternaldalamrangkapendidikan

berkelanjutanbagistafperawatdanbidan;
c.rekomendasikegiatanekstcrnaldalamrangkapendidikan

berkelanjutanbagistafperawatdanbidanrumahsakittersebut;dan
d.rekomendasiprosespendampinganbagistafperawatdanbidanyang

membutuhkan.

(4)Dalammelaksanakantugasmenjagadisiplin,etika,danperilakuprofesi
stafperawatdanbidankomiteKeperawatanmemilikifungsisebagai
berikut:

a.pembinaanetikadandisiplinprofesiperawat/bidan;
b.pemeriksaanstafperawatdanbidanyangdidugamelakukan

pelanggarandisiplin;
c.rekomendasipendisiplinanpelakuprofesionaldirumahsakit;dan
d.pemberiannaschat/pertimbangandalampcngambilankeputusanetis

padaasuhanperawatdanbidanpasien.

Paragraf4

WewenangKomiteKeperawatan

Pasal54

DalammelaksanakantugasdanfungsinyakomiteKeperawatanberwenang:

a.memberikanrekomendasirinciankewenanganklinis;
b.memberikanrekomendasisuratpenugasanklinis;
c.memberikanrekomendasipenolakankewenanganklinistertentu;dan
d.memberikanrekomendasiperubahan/modifikasirinciankewenangan

klinis;
e.memberikanrekomendasitindaklarvjutauditperawatdanbidan;
f.memberikanrekomendasipendidikanberkelanjutan;
g.memberikanrekomendasipendampingan;dan
h.memberikanrekomendasipemberiantindakandisiplin.

Paragraf5

TanggungJawabKomiteKeperawatan

Pasal55

(1)TanggungjawabKomiteKeperawatanadalahterkaitdenganmutu
pelayananperawatdanbidan,pembinaanetikdanpengembanganprofesi
perawatdanbidan.

(2)KetuaKomiteKeperawatanbertanggungjawabkepadaDirekturRumah
Sakit.

Paragraf6

KewajibanKomiteKeperawatan

Pasal56

KomiteKeperawatanmempunyaikewajibansebagaiberikut:

(1)Menyusunperaturaninternalstafperawatdanbidan.
(2)Membuatstandarisasiformatuntukstandarpelayananperawatdan

bidan,standarproseduroperasionaldibidangmanajeriai/adminitrasidan
bidangkeilmuari/profesi,standarprofesidanstandarkompetensi.

4



(3) Membuat standarisasi format pengumpulan, pemantauan dan pelaporan
indikator mutu klinik.

(4) Melakukan pemantauan mutu klinik, etika kedokteran dan pelaksanaan
pengembangan profesi perawat dan bidan.

Paragraf 7

Masa Kerja Komite Keperawatan

Pasal 57

Masa kerja Komite Keperawatan adalah 3 (tiga) tahun.

Paragraf 8

Tata Kerja Komite Keperawatan

Pasal 58

Tata kerja Komite Keperawatan secara administratif mengikuti ketentuan
yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan.

BAB IX

DEWAN PENGAWAS DAN SATUAN PEMERIKSAAN INTERN

Bagian Kesatu

Tugas, Kewajiban, dan Wewenang Dewan Pengawas

Pasal 59

(1) Dewan Pengawas bertugas untuk melakukan pengawasan dan pembinaan
terhadap tata kelola Rumah Sakit. yang meliputi pelaksanaan Anggaran,
Rencana Strategis sesuai ketentuan peraturan pcrundang-undangan.

(2) Ketua dewan pengawas mengusulkan sekretaris dewan pengawas kepada
walikota.

(3) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
berasal dari rumah sakit atau dinas kesehatan.

(4) Sekretaris dewan pengawas, tidak termasuk sebagai anggota dewan
pengawas.

Pasal 60

Dewan Pengawas dalam melakukan tugasnya berkewajiban :
a. memberikan arahan dan saran kepada manajemen Rumah Sakit yang

diusulkan oleh Direktur;
b mengikuti perkembangan kegiatan Rumah Sakit, memberikan

pendapat dan saran kepada manajemen rumah sakit mengenai setiap
masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan Rumah Sakit;

c. memberikan nasihat kepada Direktur dalam melaksanakan
pengelolaan Rumah Sakit;

d. melaporkan dengan segera kepada walikota apabila terjadi gejala
menurunnya kinerja Rumah Sakit; dan

e. Melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 59
ayat (1) kepada walikota secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali
dalam satu semester dan scwaktu-waktu apabiladiperlukan.

4 <Jf t
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Pasal 61

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Dewan Pengawas mempunyai
wewenang sebagai berikut:

a. memeriksa buku, surat, dokumen lainnya serta Iaporan kas untuk
keperluan verifikasi dan memeriksa kekayaan rumah sakit;

b. meminta penjelasan kepada Direktur mengenai segala persoalan yang
menyangkut pengelolaan Rumah Sakit;

c. meminta penjelasan kepada pejabat lainnya dengan atau tanpa
sepengetahuan Direktur mengenai segala persoalan yang menyangkut
pengelolaan Rumah Sakit;

d. meminta Direktur untuk menghadiri rapat Dewan Pengawas;
e. meminta pejabat lainnya dengan atau tanpa sepengetahuan Direktur

untuk menghadiri rapat Dewan Pengawas;
f. menghadiri rapat Direktur dan memberikan pandangan-pandangan

terhadap hal-hal yang dibicarakan; dan
g. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian direktur dan pejabat

lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua

Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas

Pasal 62

(1) Dewan Pengawas dan anggota Dewan Pengawas diangkat dan
diberhentikan oleh walikota.

(2) Ketua dewan pengawas dijabat oleh kepala dinas kesehatan.
(3) Pengangkatan anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) berdasarkan usulan Kepaia Dinas Kesehatan.
(4) Pengangkatan Ketua dan anggota dewan pengawas ditetapkan dengan

Keputusan Walikota.

Bagian Ketiga

Keanggotaan

Anggota Dewan Pengawas

Pasal 63

(1) Anggota Dewan Pengawas terdiri dan unsur-unsur pejabat Keuangan
daerah yang memahami tentang rumah sakit, Unsur Dinas Kesehatan
dan/atau unsur tokoh masyarakat yang kegiatannya berhubungan
dengan perumahsakitan, atau tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan
rumah sakit.

(2) Persyaratan menjadi Anggota Dewan Pengawas adalah orang-perorangan
yang:

a. memiliki dedikasi, memahami masalah-masalah manajemen dan
keuangan rumah sakit dan dapat menyediakan waktu yang cukup
untuk melaksanakan tugasnya; dan

b. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pemah
dinyatakan bersalah secara hukum nasional.

4 °i [
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Bagian Keempat

Ketua Dewan Pengawas

Pasal 64

(1). Tugas Ketua Dewan Pengawas adalah:

a. memimpin semua pertemuan Dewan Pengawas;
b. memutuskan berbagai hal yang berkaitan dengan prosedur dan

tatacara yang tidak diatur dalam Peraturan Internal Rumah Sakit
melalui Rapat Dewan Pengawas;

c. bekerja sama dengan Pengelola (Direktur) untuk menangani
berbagai hal mendesak yang seharusnya diputuskan dalam rapat
Dewan Pengawas; dan

d. melaporkan pada rapat rutin berikutnya perihal tindakan yang
diambil disertai dengan penjelasan yang terkait dengan sttuasi saat
tindakan tersebut diambil,

(2) Apabila rapat Dewan Pengawas sebagaiana dimaksud pada ayat (1) huruf
c belum dapat diselenggarakan, maka Ketua dapat memberikan
wewenang pada Direktur untuk mengambi! segala tindakan yang perlu.
sesuai dengan situasi saat itu.

BABX

HUBUNGAN-HUBUNGAN DALAM PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT

Bagian Kesatu

Hubungan Direktur dengan Dewan Pengawas

Pasal 65

(I) Pengelolaan Rumah Sakit dilakukan oleh Direktur
(21 Direktur bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan melalui

Dewan Pengawas.
(3) Dewan Pengawas melakukan pembinaan dan pengawas&n dalam

pengelolaan Rumah Sakit, dengan menetapkan kebijakan. pelaksanaan,
baik di bidang pelayanan, medvs, pendidikan dan latih&n serta penelitian
dan pengembangan kesehatan untuk tercapainya visi, misi, falsafah dan
tujuan rumah sakit.

Bagian Kedua

Hubungan Dewan Pengawas dengan Komite Medik

Pasal 66

(1) Dewan Pengawas berpcran mendorong dan mcndukung dalam bentuk
kebifafcan dalam upaya memberdayakan Komite Medik untuk mencapai
tujuan Rumah Sakit sesuai dengan Visi, Misi, Falsafah dan Tujuan
Rumah Sakit.

(2) Peran terhadap Komite Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan melalui integrasi dan koordinasi secara terus-menerus dari
berkesinambungan.

(3) Integrasi dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
diselenggarakan melalui pemberdayaan fungsi-fungsi dalam Organisasi
Komite Medik Rumah Sakit.

1



Bagian Ketiga

Hubungan Direkturdengan Komite Medik

Pasal 6?

(1) Komite Medik bcrada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur
Rumah Sakit,

(2) Pelaksanaan tugas Komite Medik dilaporkan secara tcrtulis kepada
Direktur dalam bentuk rekomendasi.

(3) Bahan pertimbangan berupa rekomendasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), adalah berdasarkan penugasan dari Direktur.

Bagian Kecmpat

Hubungan Direktur dengan Satuan Pemeriksaan Intern

Pasal m

(1) Satuan Pemeriksaan Intern bcrada di bavwah dan bertanggungjawab
kepada Direktur Utama Rumah SakiL

(2)Tugas pok.ok Satuan Pemeriksaan Intern adalah melaksanakan
pcngawa.san dan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan semua
unsur di rumah sakit agar dapat berjalan sesuai dengan rencana dan
ketentuan yang berlaku,

(31 Dalam melaksanakan tugasnyasebagaimana dimaksud dalam ayat (2),
Satuan Pemeriksaan Intern berfungsi:
a. melaksanakan pemeriksaan/audit keuangan dan operasional;
b. merancang dan melaksanakan pengawasan pelaksanaan

pengendalian intern;
c. melakukan identifikasi risiko;
d. mencegah terjadinya penyimpangan;
e. memberikan konsultasi pengendalian intern; dan
f. melakukan hubungan dengan Eksternal Auditor.

(4) Satuan Pemeriksaan Intern memberikan rekomendasi atas hasil
pemeriksaan berdasarkan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi
sebagaimana dimaksud pada ayat: (2) dan ayat (3) kepada direktur.

BAB XI

Rapat-Rapat

Bagian Kesatu

Rapat Rutin

Pasal 69

(1) Rapat rutin adalah setiap rapat teijadwal yang diselenggarakan Dewan
Pengawas yang bukan termasuk rapat tahunan dan rapat khusus.

(2) Rapat. rutin merupakan rapat koordinasi antara Dewan Pengawas
dengan Direktur Rumah Sakit dan Komite Medik serta Pejabat lain yang
dianggap perlu untuk mendiskusikan, mencari klarifikasi atau alternatif
solusi berbagai masalah di Rumah Sakit

(3) Rapat rutin dilaksanakan paling sedikit; 10 (scpuluh kali) dalam setahun
dengan. interval tetap pada waktu dan tempat yang ditetapkan oleh
Dewan Pengawas.

(4) Sekretaris Dewan Pengawas menyampaikan undangan kepada setiap
A anggota Dewan Pengawas, Direktur, Komite Medik dan pihak lain yang
^ tertentu untuk menghadiri rapat rutin paling lambat 3 (tiga) hari



Bagian Ketiga

Hubungan Direktur dengan Komite Medik

Pasal 67

(1) Komite Medik beradadi bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur
Rumah Sakit.

(2) Pelaksanaan tugas Komite Medik dilaporkan secara tertulis kepada
Direktur dalam bentuk rekomendasi.

(3) Bahan pertimbangan berupa rekomendasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), adalah berdasarkan penugasan dari Direktur.

Bagian Keempat

Hubungan Direktur dengan Satuan Pemeriksaan Intern

Pasal 68

(1) Satuan Pemeriksaan Intern berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada Direktur Utama Rumah Sakit.

(2) Tugas pokok Satuan Pemeriksaan Intern adalah melaksanakan
pengawasan dan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan semua
unsur di rumah sakit agar dapat berjalan sesuai dengan rencana dan
ketentuan yang berlaku.

(3) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2),
Satuan Pemeriksaan Intern berfungsi :
a. melaksanakan pemeriksaan/audit keuangan dan operasional;
b. merancang dan melaksanakan pengawasan pelaksanaan

pengendalian intern;
c. melakukan identifikasi risiko;
d. mencegah terjadinya penyimpangan;
e. memberikan konsultasi pengendalian intern; dan
f. melakukan hubungan dengan Eksternal Auditor.

(4) Satuan Pemeriksaan Intern memberikan rekomendasi atas hasil
pemeriksaan berdasarkan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada direktur.

BAB XI

Rapat-Rapat

Bagian Kesatu

Rapat Rutin

Pasal 69

(1) Rapat rutin adalah setiap rapat teijadwal yang diselenggarakan Dewan
Pengawas yang bukan termasuk rapat tahunan dan rapat khusus.

(2) Rapat rutin merupakan rapat koordinasi antara Dewan Pengawas
dengan Direktur Rumah Sakit dan Komite Medik serta Pejabat lain yang
dianggap perlu untuk mendiskusikan, mencari klarifikasi atau alternatif
solusi berbagai masalah di Rumah Sakit

(3) Rapat rutin dilaksanakan paling sedikit 10 (sepuluh kali) dalam setahun
dengan interval tetap pada waktu dan tempat yang ditetapkan oleh
Dewan Pengawas.

(4) Sekretaris Dewan Pengawas menyampaikan undangan kepada setiap
anggota Dewan Pengawas, Direktur, Komite Medik dan pihak lain yang
tertentu untuk menghadiri rapat rutin paling lambat 3 (tiga) hari4








